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KUD SERVICE LEVEL IN FARMER SUBSIDIZE FERTILIZER (Case Study in 









The purpose of the study was to determine: (1) the level of service in the provision of 
subsidized fertilizer cooperatives of farmers on the timeliness, accuracy number, precision 
type, right quality, right place and the right price, (2) factors that affect the level of service 
cooperatives in the procurement of subsidized fertilizer at the farm level. Descriptively and 
purposive of the 90 samples taken at random, were analyzed with analysis of the test sample 
Kolmogorov-Smirnov, the proportion of single test, and correlation analysis. Obtained 
results: (1) service cooperatives in the procurement of subsidized fertilizer at the farm level 
right time, right quantity, right price, right quality and the right target is good, (2) service 
cooperatives have an inverse correlation with the presence of other distributors. Other 
factors not directly affect the effectiveness of the service cooperatives.  
 




Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui; (1) tingkat pelayanan KUD dalam 
pengadaan pupuk bersubsidi  petani pada ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan jenis, 
tepat mutu, tepat tempat, dan tepat harga, (2) faktor yang memengaruhi tingkat pelayanan 
KUD dalam pengadaan pupuk bersubsidi di tingkat petani. Secara diskriptif dan purposive 
dari 90 sampel yang diambil secara acak, dianalisis dengan analisis uji satu sampel 
Kolmogorov-Smirnov, uji proporsi tunggal, dan analisis korelasi. Diperoleh hasil: (1) 
pelayanan KUD dalam pengadaan pupuk bersubsidi di tingkat petani tepat waktu, tepat 
jumlah, tepat harga, tepat mutu serta tepat sasaran adalah baik, (2) pelayanan KUD 
mempunyai korelasi terbalik dengan keberadaan distributor lain. Faktor lain tidak 
berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pelayanan KUD. 
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Latar Belakang. Dalam rangka 
mewujudkan ketahanan pangan nasional, 
peningkatkan produktivitas, dan kualitas 
hasil pertanian melalui penerapan teknologi 
budidaya dan penggunaan pupuk serta 
pestisida yang tepat, perlu ditingkatkan dan 
didukung oleh pemerintah. Kelemahan 
petani dalam permodalan untuk mencukupi 
kebutuhan pupuk dan pestisida sangat 
terbantu oleh adanya pelayanan Koperasi 
Unit Desa (KUD) yang baik.  Namun 
semenjak kebijakan pemerintah melepaskan 
distribusi pupuk sesuai mekanisme pasar, 
keberadaan pupuk di pasar mengalami 
banyak permasalahan dan adanya campur 
tangan dari berbagai pihak, sehingga 
menyebabkan KUD tidak berperan lagi 
secara maksimal. Namun pemerintah kini 
ingin mengembalikan peran koperasi dengan 
mengfungsikan kembali KUD sebagai 
lembaga penyalur pupuk bersubsidi yang 
bermitra dengan lembaga pengadaan pupuk. 
Tujuannya adalah untuk memperpendek 
rantai pemasaran dan menjamin 
ketersediaan pasokan pupuk dengan harga 
yang terjangkau oleh petani.   
Efektivitas penggunaan pupuk 
diarahkan pada penerapan pemupukan 
berimbang sesuai rekomendasi spesifik 
lokasi atau standar teknis penggunaan pupuk 
yang dianjurkan (Anonim 2012a). 
Pemupukan berimbang adalah pemberian 
pupuk bagi tanaman sesuai dengan status 
hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk 
mencapai produktivitas yang optimal dan 
berkelanjutan (Anonim 2012a). Dalam 
penerapan pemupukan berimbang sangat 
dibutuhkan modal yang cukup, sedangkan 
kemampuan permodalan petani dalam 
membiayai kebutuhan usaha tani sangat 
terbatas. Penyediaan subsidi pupuk untuk 
sektor pertanian dilakukan pemerintah agar 
petani dapat menerapkan teknologi 
pemupukan berimbang guna meningkatkan 
produksi dan pendapatannya.  
 Pupuk bersubsidi adalah pupuk 
yang pengadaan dan penyalurannya 
ditataniagakan dengan HET yang ditetapkan 
di penyalur resmi di Lini IV (di kios 
penyalur pupuk di tingkat desa atau 
kecamatan). Jenis pupuk bersubsidi terdiri 
dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-
36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul 
(Anonim, 2011a). Susila (2010) mengatakan 
kebijakan pemerintah yang cenderung terus 
meningkatkan subsidi pupuk bertujuan 
untuk  meningkatkan kinerja sektor 
pertanian, khususnya subsektor tanaman 
pangan. Kebijakan ini dilandasi pemikiran 
bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam 
meningkatkan produktivitas, dan subsidi 
dengan harga pupuk yang lebih murah akan 
mendorong peningkatan penggunaan input 
tersebut (PSE-KP 2009). Selain itu, subsidi 
pupuk juga dimaksudkan untuk merespons 
kecenderungan kenaikan harga pupuk di 
pasar internasional dan penurunan tingkat 
keuntungan usaha tani (PSE-KP 2006). 
Selanjutnya, kebijakan subsidi pupuk juga 
bertujuan untuk  memenuhi prinsip enam 
tepat dalam penyaluran pupuk, yaitu tepat 
jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan 
mutu (Herman et al. 2005). Di sisi lain, 
kebijakan subsidi pupuk dinilai tidak efektif 
dalam hal biaya, pencapaian petani target, 
kurang tepat waktu dan harga, bahkan 
cenderung mendorong penggunaan pupuk 
yang berlebihan. Argumen tersebut antara 
lain disebutkan oleh Herman et.al. (2005), 
Syafa’at et al. (2006), Sjari (2007), PSE-KP 
(2009), dan World Bank (2009a) cit.  Susila 
(2010). 
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SR.130/12/2011 pasal 6, penyaluran pupuk 
memperhatikan kebutuhan kelompok tani 
dan alokasi di masing-masing wilayah dan 
sesuai dengan prinsip enam tepat (Anonim 
2011a). Tingkat pelayanan KUD diukur dari 
manfaat KUD yang dirasakan oleh petani 
dengan kemudahan pelayanan yang baik 
pada tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, 
tepat mutu, tepat sasaran, dan harga yang 
layak, yang pada akhirnya dapat membantu 
memecahkan masalah yang dialami oleh 
petani dalam perolehan sarana produksi 
pupuk. 
a.  Tepat waktu. Penyaluran pupuk 
bersubsidi sesuai dengan waktu yang 
telah diatur dalam rekomendasi 
pemerintah daerah yang telah 
disesuaikan dengan waktu kebutuhan 
pemupukan oleh petani, yaitu 
menjelang musim tanam padi.  
b. Tepat jumlah. Jumlah pupuk berimbang 
yang digunakan pada satu daerah 
merupakan  hasil rekomendasi jenis dan 
dosis pupuk kepada petani yang 
diberikan oleh BPTP setempat melalui 
Dinas Pertanian dan penyuluh di 
daerah. Rekomendasi pemupukan 
berimbang tanaman padi dengan luas 
satu ha daerah Kabupaten Bantul 
adalah Urea 100 kg, NPK 300 kg, dan 
pupuk organik 2000 kg. 
c. Tepat  sasaran atau tempat. Pupuk 
bersubsidi diperuntukkan bagi petani, 
pekebun, peternak yang mengusahakan 
lahan paling luas dua hektar setiap 
musim tanam per keluarga petani, 
kecuali pembudidaya ikan dan atau 
udang paling luas satu hektar. 
d. Tepat mutu. Pupuk yang dianggap sah 
dan bermutu untuk disalurkan sebagai 
pupuk bersubsidi adalah pupuk yang 
diproduksi oleh produsen yang 
ditunjuk oleh pemerintah. Mutu pupuk 
ditentukan oleh ketepatan fungsi 
pupuk, yaitu penyediaan unsur hara 
bagi keperluan tanaman secara 
langsung atau tidak langsung untuk 
mencapai produktivitas yang optimal 
dan berkelanjutan. 
e. Tepat  jenis. Takaran pupuk yang 
digunakan untuk memupuk satu jenis 
tanaman akan berbeda untuk masing-
masing jenis tanah, karena setiap jenis 
tanah memiliki karakteristik dan 
susunan kimia tanah yang berbeda. 
Oleh karena itu anjuran pemupukan 
harus dibuat lebih rasional dan 
berimbang berdasarkan kemampuan 
tanah menyediakan hara dan kebutuhan 
hara tanaman itu sendiri, sehingga 
efisiensi penggunaan pupuk dan 
produksi meningkat tanpa merusak 
lingkungan akibat pemupukan yang 
berlebihan.  
f. Tepat harga. HET berlaku untuk 
pembelian dalam kemasan karung 50 
kg pupuk bersubsidi di kios pengecer 
resmi, di tingkat kecamatan atau desa 
ditetapkan sebagai berikut. Urea Rp 
1.800 per kg, ZA Rp 1.400 per kg, SP-
36 Rp 2000 per kg, NPK phonska Rp 
2.300 per kg, NPK Pelangi Rp 2.300 
per kg, NPK Kujang Rp 2.300 per kg, 
dan pupuk organik Rp 500 per kg 
(Anonim 2012a). 
Seiring dengan perubahan yang 
terjadi di tatanan pemerintahan, terutama 
pengalihan peran Bulog, dihapuskannya 
skim kredit pupuk bersubsidi, posisi KUD 
menjadi tidak efektif lagi di masyarakat 
petani.  Penurunan efektivitas program 
subsidi pupuk  karena tiga masalah penting, 
yaitu: 1) penyelewengan distribusi pupuk 
bersubsidi, 2) kesenjangan antara 
ketersediaan dan kebutuhan, dan 3) bias 
sasaran atau target. Masalah pertama 
mengakibatkan petani yang seyogianya 
memperoleh pupuk bersubsidi sering 
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mengalami kesulitan dari segi volume 
maupun harga (Susila 2010). Ada tujuh 
modus operandi penyelewengan pupuk 
bersubsidi untuk memperoleh keuntungan 
yang besar, yaitu: 1) melakukan 
penimbunan, 2) mengganti kemasan pupuk 
bersubsidi dengan nonsubsidi,  3) 
melakukan perdagangan antar-pulau, 4) 
menyebarkan isu kelangkaan pupuk, 5) 
penyelundupan fisik dan administrasi, 6) 
memalsukan kuota kebutuhan, dan 7) 
menggeser stok dari satu daerah yang 
harganya lebih murah ke daerah yang 
harganya lebih tinggi (Herman et al. 2005 
cit. Susila, 2010). Ada beberapa faktor 
penyebab terjadinya penyelewengan 
distribusi pupuk bersubsidi. Disparitas harga 
yang tinggi antara pupuk bersubsidi dan 
tanpa subsidi terjadi karena adanya dualisme 
pasar. Pengecer sebagian besar juga bersifat 
pasif dalam mendistribusikan pupuk 
bersubsidi. Pengecer berpeluang menjual 
pupuk bersubsidi ke pihak lain di luar 
subsektor tanaman pangan.  
 Masalah kesenjangan antara 
ketersediaan dan kebutuhan, disebabkan 
oleh data yang tidak akurat mengenai 
kebutuhan pupuk bersubsidi. Prakiraan 
kebutuhan pupuk sering dibuat secara 
agregat dengan memperhitungkan luas 
tanam dan takaran pupuk secara umum.  
Kenyataannya, takaran penggunaan pupuk 
bervariasi, baik karena perbedaan luas lahan 
maupun tingkat kesadaran petani terhadap 
manfaat pupuk. Akibatnya, kebutuhan riil 
dengan ketersediaan pupuk sering berbeda 
nyata sehingga ada daerah yang kelebihan 
dan banyak yang kekurangan (PSE-KP 2006 
cit.  Susila, 2010). Masalah ketiga berkaitan 
dengan azas keadilan. Petani kaya atau yang 
lahannya luas memperoleh pupuk bersubsidi 
jauh lebih banyak dibanding petani miskin 
atau berlahan sempit (World Bank 2009a. 
cit. Susila, 2010).  
  
Lokasi dan Jarak KUD . Jarak akses 
terhadap sumber bahan baku, jalur 
pemasaran dan domisili para anggotanya 
dan kecukupan ketersediaan sistem 
transportasi menentukan besar kecilnya 
biaya transportasi. Herman et al. (2005) cit.  
Susila (2010) mengatakan bahwa petani 
harus membayar biaya transportasi dari 
pengecer sampai ke lahan mereka, sehingga  
hanya petani yang lokasinya dekat dengan 
kios pengecer resmi atau yang membeli 
pupuk dalam jumlah besar yang menikmati 
pupuk dengan HET. Dengan 
mempertimbangkan kepraktisan dan ongkos 
angkut, banyak petani yang lebih memilih 
membeli pupuk di kios tidak resmi 
walaupun harganya di atas HET.  
 
Dukungan Modal. Besarnya modal yang 
digunakan dalam pengadaan persediaan 
(stok) pupuk bersubsidi tergantung pada 
kemampuan KUD, yang salah satunya 
bersumber pada kesediaan atau kemampuan 
petani dalam mengalokasikan modalnya 
untuk pupuk. Bila HET pupuk bersubsidi 
naik maka alokasi penggunaan modal untuk 
pupukpun bertambah.  
  
Kelangkaan Pupuk. Terjadinya kelangkaan 
pupuk dapat disebabkan oleh adanya 
kepentingan oknum untuk keuntungan 
pribadi, baik dari jajaran aparat terkait 
maupun pada distributor di level bawah, 
kurang adanya koordinasi antara dinas di 
kabupaten atau kota dan pemerintah daerah, 
sehingga informasi tentang ketersediaan 
pupuk pun menjadi terhambat. Kelangkaan 
pupuk juga dapat terjadi karena informasi 
kebutuhan pupuk oleh petani yang kurang 
lengkap. 
 
Profesionalisme Pengurus dan Manajer. 
Profesionalisme pengelolaan KUD di mata 
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masyarakat tani dinilai hanya dari sudut 
pelayanan kemudahan petani dalam 
perolehan sarana produksi sesuai dengan 
yang mereka butuhkan. Mayoritas anggota 
adalah petani, maka penyediaan pupuk dan 
pembelian gabah menjadi bisnis utama 
KUD.  Kepercayaan anggota terhadap 
pengurus KUD terbentuk dari kejujuran dan 
sikap bertanggung jawab pengurus.  
 
Kemitraan yang Berkelanjutan. KUD 
juga harus menjalin kemitraan untuk 
keberlanjutan program KUD. KUD harus 
menjalin hubungan yang harmonis dengan 
pihak perbankan sebagai penyedia dana, 
dengan pabrik atau gudang pupuk untuk 
mendapatkan harga yang lebih murah, 
menjalin hubungan dengan Dolog atau 
Bulog untuk pembelian beras. Kemitraan 
akan berjalan cukup baik apabila petani 
lancar dalam pengembalian pinjamannya. 
Kemampuan KUD dalam pembelian gabah 
petani dengan harga pantas dan penyediaan 
pupuk dengan harga bersaing, 
menumbuhkan perputaran modal dan 
partisipasi aktif para petani. Pola kerjasama 
ini yang semestinya dilakukan oleh KUD. 
 
Pemberdayaan PPL. Menurut Susila 
(2010), ketidaksesuaian antara ketersediaan 
dan kebutuhan serta sasaran yang bias ke 
petani kaya, secara umum dapat diperbaiki 
melalui mekanisme perencanaan yang lebih 
baik, yaitu: 1) ketersediaan sumber daya 
yang memadai untuk menyusun 
perencanaan, 2) pemberdayaan PPL, dan 3) 
ketersediaan waktu yang memadai untuk 
menyusun perencanaan. Ketersediaan 
sumber daya yang memadai dalam 
perencanaan merupakan sesuatu yang 
mutlak agar dapat disusun perencanaan yang 
matang dan komprehensif yang mencakup 
enam tepat. PPL berperan strategis dalam 
perencanaan karena mereka umumnya 
mengenal dengan baik wilayah dan untuk  
memenuhi enam tepat bisa ditingkatkan. 
Pemberdayaan PPL akan sangat membantu 
membangun pangkalan data yang akurat  
karena PPL memiliki pemahaman yang 
cukup baik tentang petani binaannya (Susila 
2010). 
 
Perumusan Masalah. Rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah “seberapa jauh 
KUD mampu mengelola tugas sebagai 
lembaga penyalur pupuk bersubsidi, apakah 
sudah tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, 
tepat mutu, tepat tempat, dan tepat harga”. 
 
Tujuan Penelitian. Dari rumusan masalah 
dijabarkan dalam beberapa tujuan 
penelitian: 
1. Untuk mengetahui pelayanan KUD 
dalam pengadaan pupuk bersubsidi di 
tingkat petani pada ketepatan waktu, 
ketepatan jumlah, ketepatan jenis, tepat 
mutu, tepat tempat, dan tepat harga. 
2. Untuk mengetahui faktor yang 
memengaruhi tingkat pelayanan KUD 
dalam pengadaan pupuk bersubsidi di 
tingkat petani. 
 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian dilakukan 
secara diskriptif dengan mengamati dan 
mengkaji perkembangan yang terjadi di 
lapangan tentang tingkat pelayanan KUD 
dari sisi pendapat 90 sampel petani. 
Pengambilan sampel secara purposive 
dengan kriteria kabupaten dan kecamatan 
yang memiliki KUD penyalur resmi pupuk 
bersubsidi dan wilayah pelaksanaan Sekolah 
Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi 
Model (SL-PTT Padi Model) selama periode 
tanam  tahun 2012 dan diharapkan dapat 
menjadi contoh di kalangan petani 
Banguntapan di wilayah di Kabupaten 
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Bantul Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta.   
Pengukuran unsur tingkat 
pelayanan KUD menggunakan skala 
nominal yang kemudian dilakukan skoring 
berdasarkan skala Likert, selanjutnya 
dianalisis dengan analisis non parametrik 
dengan uji satu sampel Kolmogorov-
Smirnov dan analisis parametrik untuk 
mengetahui sebarannya, yaitu uji proporsi 
tunggal. Untuk uji faktor yang memengaruhi 
efektivitas  KUD digunakan analisis 
korelasi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Dari hasil matrikulasi tabulasi 
data primer diperoleh hasil sebagai berikut. 
Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa ketepatan 
waktu pupuk sampai ke petani adalah 94,4 
persen. Ketepatan penggunaan jumlah urea 
sebesar 61,3 persen, NPK 89,5 persen, dan 
organik sebesar 71,9 persen. Sasaran petani 
pengguna pupuk bersubsidi adalah 100 
persen di bawah luasan dua ha dengan harga 
sesuai HET (100 persen), meskipun ada 
pembebanan biaya tambahan sebagai 
pengganti biaya transportasi dan 
administrasi di tiap-tiap kelompok. Pupuk 
yang digunakan sesuai dengan rekomendasi 
daerah yang telah disesuaikan dengan 
kebutuhan tanah dan kebutuhan hara 
tanaman setempat (98,8 persen). Dilihat dari 
persentase klasifikasi peran KUD secara 
total skor 80 persen  adalah berperanan baik. 
Untuk pengujian hipotesis pertama 
digunakan uji Kolmogorov_Smirnov 
sebagai berikut. 
Dari pengujian di atas Dmax > 
Dtabel maka Ho ditolak, sehingga terdapat 
perbedaan tingkat pelayanan KUD dalam 
pelayanan pupuk bersubsidi di tingkat 
petani. Hasil Z hitung   ≥    Z tabel, maka Ho 
diterima, sehingga pelayanan KUD di 
tingkat petani dengan taraf baik lebih besar 
dan sama dengan 75,4 persen. 
Kesimpulannya, pelayanan KUD Tani 
Binangun di Kecamatan Banguntapan, 
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 
Yogyakarta adalah baik. Hal ini berarti 
tingkat pelayanan KUD Tani Binangun di 
Kecamatan Banguntapan telah mampu 
menyalurkan pupuk bersubsidi dengan enam 
tepat kepada petani dalam fungsinya sebagai 
penyediaan sarana produksi pertanian pupuk 
bersubsidi. Pengujian hipotesis kedua 
digunakan uji analisis korelasi Pearson 
sebagai berikut. 
 
Tabel 1. Tabulasi Pelayanan KUD pada Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat 











KUD Urea NPK Organik 
2 94,4 % 61,3 % 89,5 % 71,9 % 100 % 98,8 % 100 % 80 % 
1   5,6 % 38,7 % 10,5 % 28,1 % 0    1,1 % 0 10 % 
  TINGKAT PERAN KUD 
BAIK KURANG BAIK 
F 80 10 
Fo (x) 01-Feb 02-Feb 
SN (x) 80/90 90/90 
D max =[ Fo (x) - SN (x) ] 7/18 = 0,389 0 
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Tabel  .2. Matriks Hasil Analsis Korelasi Faktor  yang Mempengaruhi Efektifitas Playanan 
KUD 
 
   Y X11 X12 X2 X3 X71 X72 X9 X10 
Y Pearson Correlation 1 .109 .103 .038 .117 .186 .118 -.216* .106 
X11 Pearson Correlation .109 1 .467** .116 .315** -.339** -.281** .270* .226* 
X12 Pearson Correlation .103 .467** 1 .164 .356** -.436** -.433** .470** .456** 
X2 Pearson Correlation .038 .116 .164 1 .350** -.233* -.240* .223* .206 
X3 Pearson Correlation .117 .315** .356** .350** 1 -.429** -.397** .364** .135 


















































X10 Pearson Correlation .106 .226* .456** .206 .135 -.352** -.369** .341** 1 
           
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Keterangan: 
X11    = partisipasi petani pengusulan RDKK pupuk bersubsidi 
X12    = partisipasi pembayaran dari RDKK pupuk bersubsidi 
X2       = jarak lokasi tempat tinggal dari KUD 
X3       =  Modal / jumlah dana yang dialokasikan  untuk pembelian pupuk bersubsidi 
X71   = dukungan pemerintah dalam fasilitasi penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi 
X72   = dukungan pemerintah dalam bantuan modal kepada KUD 
X9      = pesaing , adanya pengecer tidak resmi selai KUD 
X10    = ketersedia pasokan / stok pupuk bersubsidi yang cukup di KUD 
Y         = pelayanan KUD 
 
Dari hasil korelasi Pearson dapat 
diuraikan bahwa tingkat pelayanan KUD (Y) 
mempunyai  korelasi terbalik yang relatif kecil 
dengan variabel  keberadaan distributor lain 
(X9) sebesar - 0,216 pada tingkat signifikansi 
0,05. Hal ini berarti tingkat pelayanan KUD 
semakin meningkat maka keberadaan 
distributor lain sedikit melemah.  
Fasilitasi oleh pemerintah (X71) 
mempunyai hubungan korelasi erat dengan 
modal oleh pemerintah (X72) sebesar  0,860. 
Dukungan fasilitasi (X71) dan modal (X72) 
oleh pemerintah mempunyai korelasi terbalik 
yang tinggi  pada tingkat signifikansi 0,01 
dengan variabel keberadaan distributor lain 
(X9) sebesar -0,920 dan - 0,787, dengan 
variabel pembayaran tunai (X12)  sebesar - 
0,436 dan - 0,433, dan dengan modal petani 
(X3) sebesar - 0,429 dan - 0,397. 
Partisipasi petani dalam 
pembayaran tunai (X12) mempunyai 
hubungan yang erat dengan partisipasi 
petani dalam pengajuan pupuk  (X11) 
sebesar 0,467 dan  variabel keberadaan 
distributor lain (X9) sebesar 0,470 serta 
variabel ketersediaan stok di KUD (X10) 
sebesar 0,456 pada tingkat siginifikansi 
0,01.  
Petani menyambut baik adanya 
pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui 
KUD sebagai agen distributor pemerintah. 
Pembelian pupuk bersubsidi harus melalui 
proses pengajuan Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah 
disusun dan diusulkan sebelumnya oleh 
kelompok tani.  RDKK berisi kebutuhan 
pupuk kelompok selama satu tahun. 
Dalam pengambilan pupuk bersubsidi  
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kelompok tani mengajukan surat permohonan 
kepada KUD yang berisi jumlah pupuk yang 
akan di ambil,  surat tersebut di tanda tangani 
ketua kelompok tani dan PPL. Hal ini untuk 
menghindari pergeseran kebutuhan pupuk 
bersubsidi dan agar dapat di 
pertanggungjawabkan.  
Kebutuhan pupuk yang dipakai petani 
dalam berusaha tani cenderung tetap pada luas 
lahan usaha tani yang cenderung tetap pula, 
sehingga fasilitasi dan modal oleh pemerintah 
berupa percepatan ketersediaan stok dan 
penambahan subsidi berpengaruh terbalik 
terhadap modal petani, partisipasi petani 
dalam pengajuan pupuk dan pembayaran 
tunai, dan juga jarak domisili petani dengan 
KUD, karena kebutuhan pupuk didasarkan 
pada luas lahan usaha yang kemudian disusun 
dalam RDKK. Bahkan dengan harga yang 
semakin murah kebutuhan modal akan 
semakin kecil. Tersedianya modal akan 
menentukan ketepatan jumlah penggunaan 
pupuk sesuai rekomendasi pemerintah.  
Penambahan fasilitas oleh pemerintah juga 
berarti penambahan modal oleh pemerintah. 
Semakin tinggi upaya fasilitasi oleh 
pemerintah dan bantuan modal oleh 
pemerintah dalam pengadaan pupuk 
bersubsidi maka keberadaan distributor lain 
akan semakin kecil, karena perbedaan harga 
yang sangat tajam antara pupuk bersubsidi 
dengan pupuk jual bebas sebagai contoh harga 
pupuk NPK non subsidi mencapai Rp 12.000 
per kg, sedangkan pupuk NPK bersubsidi 
adalah Rp 2.300 per kg.  
Sistem yang dipakai dalam pembelian 
dan pengambilan pupuk bersubsidi dari 
kelompok tani di gudang kelompok adalah 
pembayaran tunai, sehingga adanya modal 
petani berarti pengajuan dan pengambilan 
pupuk secara tunai dapat dilakukan oleh 
petani. Petani tidak dapat mengambil atau 
membeli pupuk secara perseorangan langsung 
ke KUD, tetapi harus  melalui kelompok tani. 
Penambahan biaya transportasi yang 
dilakukan oleh kelompok tani dibebankan 
pada setiap kilogram pupuk yang dibeli 
oleh petani (modal dan jarak mempunyai 
korelasi 0,350). Kelancaran proses 
pengajuan yang dilanjutkan dengan 
pengambilan pupuk juga sangat 
dipengaruhi oleh ketersediaan stok di 
KUD dan sebaliknya, karena stok pupuk 
di KUD  tidak dapat terlepas dari 
pengajuan RDKK dari kelompok tani, 
namun stok mempunyai korelasi negatif 
terhadap fasilitasi dan modal oleh 
pemerintah. Selain karena stok tidak boleh 
diluar RDKK, semakin baik fasilitas 
pemerintah dalam saluran penyediaan 
pupuk bersubsidi dan pemberian modal 
oleh pemerintah maka stok tidak 
diperlukan lagi, karena pupuk akan selalu 
tersedia tepat waktu, tepat jumlah, tepat 
sasaran, tepat mutu, dan tepat harga. 
 Keberadaan distributor lain 
mempunyai  mempunyai korelasi positif 
terhadap pembayaran tunai oleh petani 
(0,470). Hal ini berarti keberadaan 
distributor lain kemungkinan mempunyai 
proses pelayanan yang lebih cepat atau 
kesiapan distributor lain yang lebih baik 
karena tanpa RDKK meskipun pembelian 
dengan harga yang cukup tinggi (tanpa 
subsidi). Hal ini berkaitan pula dengan 
ketersediaan modal oleh petani. Apabila 
petani mempunyai modal yang lebih  
maka petani akan membeli pupuk di 
distributor lain sebagai pemenuhan 
kebutuhan akan pupuk atau sebagai pupuk 
tambahan. Terlebih lagi bila jarak antara 
domisili petani dan keberadaan distributor 
lain lebih dekat.  Hal ini bisa terjadi 
karena kebutuhuan pupuk yang telah 
diperoleh melalui KUD  belum dirasakan 
optimal oleh petani, sehingga ada 
pembelian pupuk tambahan. Hal ini sering 
terjadi pada pembelian pupuk NPK, 
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meskipun harga pupuk NPK non subsidi 
mahal petani akan berusaha untuk tetap 
membelinya, karena pupuk NPK adalah pupuk 
yang lengkap yang mengandung berbagai 




1. Tingkat pelayanan KUD dalam pengadaan 
pupuk bersubsidi di tingkat petani pada 
tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, 
tepat mutu serta tepat sasaran adalah baik. 
2. Pelayanan KUD mempunyai korelasi 
terbalik dengan keberadaan distributor 
lain. Faktor lain tidak berpengaruh secara 
langsung terhadap efektifitas pelayanan 
KUD. 
 
SARAN. KUD dalam proses pengadaan 
pupuk bersubsidi hendaknya berkoordinasi 
menjalin komunikasi yang aktif dan efektif 
dengan mitra kerja.  
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